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KATA PENGANTAR 
 

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, 

rahmat dan karuniaNya sehingga Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan telah dapat diselesaikan. Draft 

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2021-2026. 

Rancangan Akhir Rencana Strategis disusun dengan berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai dengan kurun waktu satu sampai lima tahun (Tahun 2021-2026), 

dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang 

ada di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen 

Rancangan Akhir Rencana Strategis ini juga disusun sebagai panduan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata beserta jajarannya sehingga diharapkan 

dapat melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada 

peningkatan kinerja. 

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

tersusunnya Draf Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2021-2026. Semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagai acuan oleh 

semua pihak  khususnya para stakeholders Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan 

Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sampai Tahun 2026 yang akan 

datang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 

merupakan dokumen perencanaan Dinas Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun 

yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata berpedoman pada RPJMD dan bersifat 

indikatif. Maka dokumen Renstra ini memiliki fungsi sebagai perangkat Dinas 

Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dalam menentukan arah, tujuan dan masa 

depan yang hendak dicapai secara komprehensif dengan indikator-indikator kerja 

akan dicapai secara jelas. 

Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman untuk melaksanakan program 

kerja yang disusun agar pelaksanaan berjalan secara konsisten dalam menentukan 

langkah-langkah yang terarah, efisien, efektif dan bermanfaat bagi pembangunan 

daerah. Dengan perencanaan yang sudah disusun secara komprehensif maka arah 

pembangunan akan berjalan terarah. Dalam penyusunan perencanaan strategis ini 

menggunakan pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan 

pengambilan keputusan serta tindakan sifatnya garis besar, medium to long range, 

menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Perencanaan strategis perlu melibatkan para stakeholder untuk memastikan 

terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi, pemikiran dan 

analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; mereview 

mana strategi yang berhasil dan tidak, dan  di antara strategi yang tersedia tidak 

saling bertentangan, namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan 

arah dan tujuan kemana pelayanan SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak 

dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-

langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan  tercapai. 
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Dengan demikian, rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan 

Selatan merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi 

mengarahkan pelayanan dinas khususnya dan pembangunan daerah pada 

umumnya dalam jangka  waktu  5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Karena penyusunan dokumen rencana 

strategis Dinas Pariwisata sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih 

dan RPJMD, maka proses penyusunan rencana strategis akan sangat ditentukan 

oleh kemampuan dinas untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan 

mengimplementasikan visi, misi dan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian 

program RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan ke dalam penyusunan rencana 

strategis sesuai tupoksi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.  

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2021-2026 ini harus terintegrasi dengan rencana tata ruang dan pembangunan 

daerah dan dilaksanakan berdasarkan isu strategis dan potensi yang dimiliki 

daerah. Dokumen ini disusun melalui 4 (empat) tahapan yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah telah mengeluarkan panduan berupa Tahapan dan Tata Cara Penyusunan 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yakni: 1) Tahap 

Persiapan, 2) Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD, 3) Tahap 

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD, 4) Tahapan Penetapan Renstra SKPD. 

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-

2026 dilakukan dalam rangka memenuhi perubahan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan No 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan No 11 th 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang (diundangkan 19 januari 2023) 

dan juga berdasarkan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 

Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 42 
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Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata Provinsi 

Kalimantan Selatan.  

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi 

melaksanakan urusan dibidang kepariwisataan, Dinas Pariwisata Provinsi 

Kalimantan Selatan mengembangkan pariwisata budaya, alam dan buatan yang 

bermodalkan sumber daya alam dan kebudayaan daerah serta ditunjang oleh 

sektor-sektor lainnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan rencana 

strategis ini merupakan bagian dari program pengembangan pemerintah daerah 

dalam mengembangkan kemampuan aparat untuk menyusun kebijakan dan 

tersusunnya kebijakan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan pariwisata 

yang berkelanjutan. 

1.2. Landasan Hukum 

Peraturan Perundangan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Periode 

Tahun 2021ς 2026, adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11); sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5262); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6633);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1419);  

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Daerah;  

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015ς2035 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 

Nomor 8); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun  2013 - 2028 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 

71); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015  tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015ς 2035 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2021 ς 2026; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang  Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

517); 

24. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Tahun 2020-2024; 

25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan 

26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang 

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2021-2026 adalah menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat 

Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik, tematik, 

integratif yang berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah, permasalahan dan 

isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala 

Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. 

1.3.2. Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2021-2026 ini, yaitu: 
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1. Merumuskan   tujuan   dan   sasaran   pelayanan   Jangka   Menengah 

Perangkat Daerah, merumuskan  strategi  dan  arah  kebijakan  Jangka  

Menengah  Perangkat Daerah  guna  mencapai  target  kinerja  Program  

Prioritas  RPJMD  yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 

2. Merumuskan rencana  program,  kegiatan, sub kegiatan, indikator  kinerja,  

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dan 

menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun. 

3. Sebagai acuan penilaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat 

daerah 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan  Rencana  Strategis Dinas Pariwisata Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan 

dan sistematika penulisan.  

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja 

pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam 

pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan  

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan 

visi, misi, dan program Gubernur Kalimantan Selatan periode 2021-2026, 

telaahan Renstra K/L, talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis. 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan 

sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026. 
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BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan 

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dalam lima tahun mendatang. 

Rumusan strategi dan arah kebijakan ini dibuat dengan mengacu pada Bab 

III untuk mewujudkan visi dan misi dan menjelaskan kebijakan yang 

merupakan arah/tindakan yang diambil untuk  mencapai tujuan. 

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rumusan program 

mengacu pada program RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-

2026 beserta strategi. Sedangkan rumusan kegiatan mengacu pada arah 

kebijakan. 

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pariwisata Provinsi 

Kalimantan Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan 

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2021-2026. 

BAB VIII PENUTUP 

Menjelaskan kesimpulan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2021-2026. 
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PANTAI ANGSANA  

KABUPATEN TANAH BUMBU  
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi 

Kalimantan Selatan 

2.1.1. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pariwisata merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Pilihan, yang 

diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur 

Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan adalah sebagai berikut: 

(1) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan pariwisata dan 

ekonomi kreatif daerah; 

b. pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi wisata; 

c. pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah; 

d. pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif ariwisata; 

e. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata 

daerah; 

f. pelaksanaan kebijakan pengembangan industri dan kelembagaan 

pariwisata daerah; 

g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;  

h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas 
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dan fungsinya. 

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyusunan rencana induk 

pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif daerah; 

b. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 

pengembangan destinasi wisata daerah; 

c. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 

pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif daerah; 

d. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 

ekonomi kreatif daerah; 

e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 

pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif 

daerah; 

f. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 

pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata; 

g. membina dan mengawasi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya 

2.1.2. Struktur Organisasi 

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan 

Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas 

Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, maka susunan dan struktur organisasi 

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan adalah terdiri atas: 

1. Sekretariat, terdiri atas: 

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri atas: 

a. Seksi Pengelolaan Kawasan Pariwisata; 
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b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata; dan 

c. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata. 

3. Bidang Pemasaran Pariwisata; terdiri atas: 

a. Seksi Promosi Wisata; 

b. Seksi Data dan Informasi Pariwisata; dan 

c. Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata. 

4. Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pariwisata; terdiri atas: 

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif; 

b. Seksi Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan 

c. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif. 

5. Unit PelaksanaTeknis Daerah; dan 

6. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 
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Adapun uraian tugas dan tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 

adalah sebagai berikut: 

1. Sekretariat, merupakan unit kerja staf Dinas Pariwisata yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas 

Pariwisata mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan 

rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset serta 

menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian, dengan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 

penyusunan program dan rencana kegiatan dinas; 

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi 

dan pelaporan kegiatan dinas; 

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 

penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan; 

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 

pengelolaan aset dinas; 

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 

pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga; 

f. penyusunan program, koordinasi,pembinaan, dan pengendalian; 

pengelolaan administrasi kepegawaian; 

g. penyusunan program, koordinasi, dan pembinaan, dan pengendalian 

pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat. 

 

1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset 

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset dimpimpin oleh Kepala Sub 

Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana 

kegiatan, rencana anggaran, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset 
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Dinas Pariwisata. Adapun uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan, 

pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pariwisata; 

b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data 

penganggaran dan keuangan Dinas Pariwisata; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana 

stratejik; 

d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana 

kegiatan; 

e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Pariwisata; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanaan kerja sama penyusunan laporan 

akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan 

Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan 

keuangan; 

i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana 

anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pariwisata; 

k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan 

menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan 

barang unit; 

l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi 

keuangan; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban 

keuangan; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset; 



 
 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH - 17 
 

 
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021-2026 

q. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun 

eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan 

rencana kegiatan dan pengelolaan keuangan serta aset; 

s. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji 

dan tunjangan; dan 

t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya. 

 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dimpimpin oleh Kepala Sub Bagian 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, 

mempunyai tugas mengelola surat-menyurat,  ekspedisi  dan  kearsipan,   

urusan   rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi 

dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Adapun uraian tugas 

sebagaimana dimaksud sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat- 

menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan 

masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta 

administrasi kepegawaian Dinas Pariwisata; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat- 

menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan 

masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta 

kepegawaian; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan 

ekspedisi; 

d. menyiapkan bahan, mengelola arsip, dan menyusun jadwal retensi serta 

penghapusan arsip; 

e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, serta 

mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat 
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dan keprotokolan; 

g. menyiapkan bahan analisis dan evaluasi efektivitas organisasi dan 

ketatalaksanaan; 

h. menyiapkan  bahan  dan   menyusun   daftar   nominatif   serta   daftar   

urut kepangkatan pegawai; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja 

pegawai; 

j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian; 

k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen serta data kepegawaian; 

l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan 

n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. 

 

2. Bidang Pengembangan Destinasi 

Bidang Pengembangan Destinasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan 

mengendalikan pengembangan destinasi wisata, peningkatan kesadaran 

wisata serta pengembangan, peningkatan, dan pemberdayaan masyarakat 

pariwisata. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan 

tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian pengembangan destinasi wisata daerah;  

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian pengembangan daya tarik wisata daerah;  

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian pengembangan aksesibilitas atau insfrastruktur wisata 

daerah;  

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian pengembangan dan peningkatan kesadaran wisata; dan 

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 
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pengendalian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata. 

Bidang Pengembangan Destinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian pengembangan destinasi wisata daerah;  

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian pengembangan daya tarik wisata daerah;  

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian pengembangan aksesibilitas atau insfrastruktur wisata 

daerah;  

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian pengembangan dan peningkatan kesadaran wisata;  

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 

pariwisata;  

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya.  

 

1) Seksi Pengelolaan Kawasan Pariwisata 

Seksi Pengelolaan Kawasan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pengembangan Destinasi. Seksi Pengelolaan Kawasan Pariwisata 

mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, 

fasilitasi dan supervisi pengembangan destinasi, infrastruktur dan 

ekosistem pariwisata. Adapun uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang perancangan 

destinasi, amenitas, aksesibilitas, dan ekosistem pariwisata termasuk 

pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif; 

b. menyusun norma standar, prosedur dan kriteria  di bidang perancangan 

destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata termasuk 

pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif; 
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c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem 

pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan; 

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan 

destinasi, amenitas, eksesibilitas dan ekosistem pariwisata termasuk 

pariwisata berkelanjutan; 

e. melaksanakan pemantauan dan pelaporan di bidang perancangan 

destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata termasuk 

pariwisata berkelanjutan; dan 

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya. 

 

2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pengembangan Destinasi Pariwisata. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan 

peningkatan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata daerah. Adapun uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pemberdayaan 

masyarakat pariwisata;  

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah;  

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis 

pemberdayaan masyarakat pariwisata daerah;  

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan 

pengembangan potensi pariwisata daerah;  

e. menyiapkan bahan, melaksanakan pengembangan dan peningkatan 

partisipasi masyarakat serta fasilitasi pembentukan Pokdarwis;  

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan 

supervisi inventarisasi dan identifikasi potensi pariwisata daerah;  
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g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan 

supervisi pengembangan dan aktualisasi potensi pariwisata daerah;  

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan 

supervisi pengelolaan potensi pariwisata daerah;  

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan 

supervisi pengusahaan potensi pariwisata daerah;  

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan 

supervisi pengembangan daya tarik pariwisata daerah;  

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan 

supervisi penyediaan dan pengembangan fasilitas penunjang 

pariwisata daerah;  

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan 

kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pemberdayaan masyarakat 

pariwisata daerah;  

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat pariwisata daerah;  

n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan 

masyarakat pariwisata; dan  

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya. 

 

3) Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata. 

Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pengembangan Destinasi Pariwisata. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata 

mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, 

fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan standarisasi 

usaha sarana dan jasa pariwisata. Adapun uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengembangan dan 

pemberdayaan standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;  

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data 
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standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;  

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan 

standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;  

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan usaha 

standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;  

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan 

supervisi pengembangan kewirausahaan pariwisata;dan 

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya. 

 

3. Bidang Pemasaran Pariwisata 

Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang 

Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, 

mengatur, dan mengendalikan pengembangan pemasaran pariwisata daerah. 

Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas tersebut, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian promosi Pariwisata Daerah;  

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian pengembangan data dan analisis pariwisata daerah; 

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian pengembangan dan pelayanan informasi pemasaran 

pariwisata daerah;dan  

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan 

pengendalian pengembangan Kerjasama dan kemitraan pariwisata 

daerah. 

Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pemasaran 
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pariwisata daerah;  

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan 

mengendalikan promosi pemasaran nusantara dan mancanegara;  

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan 

mengendalikan pengembangan strategi pemasaran pariwisata daerah; 

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan 

mengendalikan analisis data pemasaran pariwisata daerah;  

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan 

mengendalikan pengembangan dan pelayanan informasi pemasaran 

pariwisata;  

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan 

mengendalikan pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata 

daerah;dan  

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 

 

1) Seksi Promosi Wisata; 

Seksi Promosi Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran 

Pariwisata. Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas melaksanakan dan 

memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan 

promosi pariwisata daerah. Adapun uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis promosi pariwisata 

daerah;  

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi promosi destinasi 

wisata daerah;  

c. menyiapkan bahan dan mengembangkan jaringan promosi pariwisata 

daerah ke seluruh nusantara;  

d. menyiapkan bahan dan mengembangkan jaringan promosi pariwisata 

daerah ke mancanegara;  

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan 

promosi pariwisata nusantara dan mancanegara;  
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f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan promosi pariwisata 

daerah; dan  

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya. 

 

2) Seksi Data dan Informasi Pariwisata. 

Seksi Data dan Informasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pemasaran Pariwisata. Seksi Data dan Informasi Pariwisata mempunyai 

tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan 

supervisi pengembangan data dan informasi pemasaran pariwisata daerah. 

Adapun uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan data dan informasi 

pariwisata daerah; 

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan 

informasi pariwisata daerah; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan data dan informasi 

pariwisata daerah; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi data dan penyebaran 

informasi pariwisata daerah;  

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan 

supervisi pengembangan data dan informasi pariwisata daerah;  

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan 

kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam mengumpulkan data dan 

informasi pariwisata daerah;  

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kerja kegiatan data dan 

informasi pariwisata daerah; dan  

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya. 
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3) Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata 

Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pemasaran Pariwisata. Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata 

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerjasama dan kemitraan 

pariwisata daerah. Adapun uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapakan bahan dan menyusun rencana kegiatan Kerjasama dan 

kemitraan pariwisata daerah;  

b. menyiapkan bahan, melaksanakan pengkajian dan pengembangan 

Kerjasama dan kemitraan pariwisata daerah;  

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan 

supervisi kerjasama dan kemitraan pariwisata daerah;  

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan 

kerja/unit kerja dan instansi terkait pengembangan pariwisata dan 

ekonomi kreatif daerah;  

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan 

Kerjasama dan kemitraan pariwisata daerah;  

f. menyiapakan bahan dan menyusun laporan kerjasama dan kemitraan 

pariwisata daerah;  

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya. 

 

4. Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pariwisata 

Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ekonomi 

Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 

mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan, pelaksanaan, 

pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di Bidang ekonomi 

kreatif, kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata. 
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Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pariwisata dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran 

dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;  

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan 

prosuder dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang ekonomi kreatif, kelembagaan dan 

pengembangan sumber daya manusia pariwisata; 

d. pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif; 

e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan 

ekonomi kreatif; 

f. pelaksanaan pengembanagan kelembangan pariwisata dan ekonomi 

kreatif; 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyiapkan bahan dan 

menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan  

h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan arah pimpinan. 

Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran 

dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; 

b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan 

prosedur dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya 

c. menyusun dan melaksanakan program, mengoordinasikan, membina, 

mengatur, dan mengendalikan pengembangan ekonomi kreatif; 

d. menyusun dan melaksanakan program, mengoordinasikan, membina, 

mengatur, dan mengendalikan pengembangan sumber daya manusia 

pariwisata dan ekonomi kreatif;  

e. menyusun dan melaksanakan program, mengoordinasikan, membina, 
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mengatur, dan mengendalikan pengembangan kelembangan pariwisata 

dan ekonomi kreatif; 

f. Menyusun dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyiapkan 

bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; 

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan arah pimpinan. 

 

1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif 

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata. Seksi 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan 

rencana kerja dan anggaran pengembangan sumber daya manusia  

pariwisata dan ekonomi kreatif;  

b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan, proses bisnis, petunjuk 

teknis pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi 

kreatif; 

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sumber 

daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;  

d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan 

ekonomi kreatif; 

e. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi, sertifikasi dan 

pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata dan 

ekonomi kreatif; 

f. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan perijinan sumber daya 

manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; 
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g. melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi 

terkait dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan 

ekonomi kreatif; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya 

manusia pariwisata dan ekonomi kreatif 

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya  

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan arah pimpinan. 

 

2) Seksi Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Seksi Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pariwisata. Seksi Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

mempunyai tugas melaksanakan Fasilitasi, Pembinaan dan 

PengembanganKelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun 

uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan 

rencana kerja dan anggaran kelembagaan pariwisata dan ekonomi 

kreatif;  

b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan, proses bisnis, petunjuk 

teknis kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif; 

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data 

kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;  

d. melaksanakan pengembangan kelembagaan pariwisata dan ekonomi 

kreatif; 

e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga 

pariwisata dan ekonomi kreatif pusat dan stakeholder terkait; 

f. melaksanakan fasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi bidang 

pariwisata dan ekonomi kreatif;  
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g. melaksanakan standarisasi usaha bidang ekonomi kreatif; 

h. melaksanakan pembinaan asesor kompetensi pariwisata dan ekonomi 

kreatif; 

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan 

pariwisata dan ekonomi kreatif;  

j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan 

kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan  

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan arah pimpinan. 

 

3) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pariwisata. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas 

melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif. Adapun uraian tugas 

sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan 

rencana kerja dan anggaran pengembangan ekonomi kreatif; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan, proses bisnis, petunjuk 

teknis pengembangan ekonomi kreatif; 

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data potensi 

sub-sub sektor ekonomi kreatif;  

d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan 

ekonomi kreatif dengan pihak lain yang terkait;  

e. melaksanakan pendampingan proses pengembangan produk kreatif; 

f. melaksanakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; 

g. melaksanakan pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif; 

h. melaksanakan penyelenggaraan festival dan event ekonomi kreatif di 

dalam dan di luar daerah; 

i. melaksanakan layanan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; 

j. melaksanakan fasiltiasi dan perlindungan hasil kekayaan intelektual 
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dan kreativitas; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi 

kreatif; 

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya; 

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya. 

2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi pembangunan yang telah 

ditetapkan melakukan berbagai upaya dengan memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun modal. 

2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia merupakan aktor utama sebagai modal dalam proses 

pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Maka, sumber daya manusia 

merupakan motor penggerak jalannya organisasi untuk tujuan organisasi karena 

melalui sumber daya manusia lah, elemen-elemen organisasi lainnya seperti 

modal, teknologi, dan uang dapat dikendalikan dan dioperasionalkan. Berdasarkan 

data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bulan Maret 2023, jumlah pegawai Dinas 

Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 34 orang yang terdiri dari pegawai 

laki-laki 20 orang dan pegawai perempuan 14 orang. Keseluruhan jumlah pegawai 

tersebut mencakup: Pegawai Negeri Sipil (PNS) 34 orang, dengan rentang usia 

antara 23 tahun hingga 58 tahun. Adapun pegawai Dinas Pariwisata Provinsi 

Kalimantan Selatan tersusun dari SDM yang memiliki latar belakang dari berbagai 

kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat dan golongan, sebagaimana diuraikan di 

bawah ini. 
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Tabel 2.1 Data Pegawai Jabatan Struktural 

No Nama Jabatan Jumlah 

1. Kepala Dinas 1 

2. Sekretaris 1 

3. Kepala Bidang 3 

4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 11 

 Jumlah 16 
Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (2023) 

Dari keseluruhan pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, 

terdistribusi secara merata kesetiap unit pelayanan dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Pelayanan 

No Unit Jumlah 

1. Sekretariat 14 

2. Bidang Pengembangan Destinasi 7 

3. Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata 6 

4. Bidang Pemasaran Pariwisata 7 

 Jumlah 34 
Sumber: BKD Provinsi Kalimantan Selatan (2023), data sampai bulan Maret 2023. 

SDM Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan jika dilihat berdasarkan 

golongannya maka didominasi oleh golongan  yakni sebanyak 15 pegawai atau 

42,85% dari total pegawai sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut. 

Tabel 2.3 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata  

Pariode Tahun 2021 
 

No. Pangkat/Golongan Jumlah Orang 

1. Pembina Utama Muda, IV/c 2 
2. Pembina Tingkat I, IV/b 0 
3. Pembina, IV/a 8 
4. Penata Tingkat I, III/d 9 

5. Penata, III/c 1 
6. Penata Muda Tingkat I, III/b 7 
7. Penata Muda, III/a 1 
8. Pengatur Tingkat I, II/d 2 
9. Pengatur, II/c 2 
10. Pengatur Muda Tk. I, II/b 1 
11. Juru Tingkat I, I/d 1 

Jumlah 34 

Sumber: BKD Provinsi Kalimantan Selatan (2023), data sampai bulan Maret 2023. 
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2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan setiap 

tugas dan fungsinya selain dukungan dari sumber daya aparatur yang kompeten, 

juga didukung pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 

penyelenggaraan pelayanan urusan pariwisata yang mencukupi, baik jumlah 

maupun kualitasnya. Oleh karena itu, diperlukan penilaian kebutuhan prasarana 

dan sarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan secara optimal, efisien dan 

efektif. Dengan mengetahui kebutuhan prasarana dan sarana dikaitkan dengan 

kondisi ketersediaan, maka dapat direncanakan pengadaan dan pengembangannya 

ke depan.  

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sarana dan prasarana 

dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja organisasi. 

Dalam menjalankan operasionalnya, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 

memusatkan kegiatannya di lingkungan kantor yang terletak di Jalan Jendral 

Ahmad Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selanjutnya aset Dinas 

Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan yang dijabarkan terdiri dari sarana dan 

prasarana mulai dari bangunan gedung, alat-alat angkutan, alat kantor rumah 

tangga, barang bercorak kebudayaan, hingga tanah. Aset berupa bangunan gedung 

yang digunakan sebagai gedung kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan 

Selatan saat ini merupakan hibah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah dari Tahun 2022.   

Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Asset Dinas Pariwisata                                 
Provinsi Kalimantan Selatan 

No 
Nama Bidang 

Barang 
Jenis Barang 

Jumlah 
Barang 

Keterangan 

1. 
Bangunan 
Gedung 

¶ Gedung Kantor 
¶ Gedung tertutup semipermanen 

¶ Gedung tempat Kerja lainnya 

¶ Bangunan Obyek Wisata 

¶ Mess/Wisma Tempat 
Peristirahatan (Graha Wisata 
Amandit) 

1 

1 

20 

42 

1 

 

Gedung merupakan hibah 
dari Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil, dan Menengah 
kondisi gedung kurang 
respresentatif sebagai 
Kantor Dinas Pariwisata 
baik dari sisi lokasi 
maupun fasilitas Gedung. 
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No 
Nama Bidang 

Barang 
Jenis Barang 

Jumlah 
Barang 

Keterangan 

Untuk Mess/Wisma 
tempat Peristirahatan 
(Graha Wisata Amandit) 
juga sudah kurang 
resprensentatif lagi untuk 
dijadikan role model 
penerapan sapta pesona. 

2. 
Alat-alat 
angkutan 

¶ Bus 

¶ Mobil 

¶ Sepeda Motor 

¶ Kapal Motor 

¶ Speed Boat 

¶ Perahu Penumpang 

2 

9 

16 

1 

2 

107 

 
Kendaraan umumnya 
dalam kondisi yang baik 

3. 
Alat Bengkel 
dan Alat Ukur 

¶ Perkakas bengkel khusus lainnya 

¶ Global Postioning System (GPS) 

¶ Termometer Standar 

¶ Penyemprot Tangan 
¶ Mesin Kalkulator 

1 

5 

2 

2 

3 

 
 
Kondisi barang baik 

4. 
Alat Studio dan 
Komunikasi 

 
Alat Studio dan Alat Komunikasi 
(Camera, Proyektor, Peralatan 
Studio Video dan Film, Sound 
System dan Fax) 

 

 

 

 

14 

Secara umum kondisi alat 
studio dan komunikasi 
dalam kondisi baik. 
Namun beberapa juga 
sudah dalam kondisi yang 
kurang baik bahkan rusak. 

 

5. 
Alat Kantor dan 
Rumah Tangga 

Terdiri dari alat peralatan kantor, 
alat penyimpanan perlengkapan 
kantor, alat kantor lainnya, alat 
rumah tangga, alat pendingin, 
computer, peralatan jaringan, meja 
dan kursi kerja, lemari dan filling 
besi dan lain-lain. 

 

 

 

880 

Secara umum kondisi alat 
kantor dan rumah tangga 
dalam kondisi baik. 
Namun beberapa juga 
sudah dalam kondisi yang 
kurang baik bahkan rusak. 

6. 
Barang 
Perpustakaan 

Buku 2 Kondisi barang rusak 

7. 
Barang Bercorak 
Kebudayaan 

Patung Pahatan 4 Kondisi barang baik 

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (2023), data sampai Bulan Maret 2023 

 

Sedangkan untuk aset berupa tanah dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Asset Berupa Tanah  
Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 

 

No. 
Nama Bidang 

Barang 
Tahun 

Pengadaan 
Luas 
(m2) 

Lokasi 

1. Tanah 2012 8.800 Penginapan Graha 
Wisata Amandit Muara 
Hatip Kec. Loksado Kab. 
Hulu Sungai Selatan 
(Kandangan) 
 

2. Tanah Kosong Lainnya 2019 361 Kawasan Wisata 
Jembatan Barito 

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (2023), data sampai Bulan Maret 2023 

 

Secara keseluruhan, jenis dan jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja 

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan kurang memadai khususnya kondisi 

gedung kantor baik sisi lokasi maupun fasilitas-fasilitas Gedung yang tersedia untuk 

pengembangan kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Untuk Mess/Wisma tempat 

Peristirahatan (Graha Wisata Amandit) juga sudah kurang resprensentatif lagi 

untuk dijadikan role model penerapan sapta pesona. Namun harus tetap dilakukan 

pemeliharaan untuk menjaga ketersediaan sarana agar tetap dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Periode 

Tahun 2016-2022. 

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 

periode tahun 2016-2020 dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja apakah 

telah sesuai dengan yang telah direncanakan ataukah masih perlu ditingkatkan 

pada periode berikutnya. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dapat dilihat 

dari hasil analisis terhadap anggaran dan realisasinya selama kurun waktu periode 

2016-2020. 

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja 

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan merupakan unsur pelaksana 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, dalam 5 

tahun terakhir (2016-2020) adapun program urusan pariwisata yang dilaksanakan 
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adalah Program Pengembangan Pariwisata. Dari program tersebut telah 

dilaksanakan dengan baik yang dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Pariwisata 

Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana  dapat dilihat antara lain berdasarkan 

jumlah kunjungan wisata Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan selama 

periode 2016-2020. 

 

Tabel 2.6 Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2016-2020 

 

 

Gambar 2.1. Grafik Kunjungan Wisatawan Nusantara Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2016-2020 
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Gambar 2.2. Grafik Kunjungan WIsatawan Mancanegara  

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020 
 

 

Tabel 2.7 Data Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten/Kota di Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2020 

 

No. Kabupaten/Kota 
Wisatawan 
Nusantara 

Wisatawn 
Mancanegara 

Total 

1 Kota Banjarmasin 299,946 971 300,917 

2 Kota Banjarbaru 32,683 5,513 38,196 

3 Kabupaten Banjar 5,494,048 260 5,494,308 

4 Kabupaten Tapin 595,478 0 595,478 

5 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 253,753 5 253,758 

6 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 76,629 4 76,633 

7 Kabupaten Hulu Sungai Utara 43,821 0 43,821 

8 Kabupaten Balangan 21,466 8 21,474 

9 Kabupaten Tabalong 60,765 131 60,896 

10 Kabupaten Tanah Laut 330,241 4 330,245 

11 Kabupaten Tanah Bumbu 77,086 2 77,088 

12 Kabupaten Kotabaru 421,971 83 422,054 

13 Kabupaten Barito Kuala 53,550 21 53,571 

 Total 7,761,437 7002 7,768,439 

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (2021). 

 
 
 

26.934
27.742

29.961

17.093

7.002

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020



 
 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH - 37 
 

 
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021-2026 

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki ragam destinasi wisata dan atraksi 

yang menarik   wisatawan tersebar di 13 (tiga belas) kabupaten/kota. Berdasarkan 

data kunjungan wisatawan di 13 Kab/Kota Tahun 2020 pada tabel diatas, dapat 

dilihat jumlah kunjungan terbanyak pada Kabupaten Banjar sebanyak 5,494,308.  

Sedangkan jumlah kunjungan terkecil pada  Kabupaten Balangan sebanyak  21,474. 

 
Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (2021), data sampai Bulan Desember 2021 

 

Gambar 2.3. Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun 2016-2021 
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Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (2021), data sampai Bulan Desember 2021 

 

 

 

Gambar 2.4. Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2016-2021 

 

  

  

 
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 

 

Gambar 2.5. Grafik rata-rata Lama Menginap Tamu Mancanegara 
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Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 

 

Gambar 2.6. Grafik Rata-rata Lama Menginap Tamu Nusantara 

 

 

2.3.2. Realisasi Anggaran 

Kinerja anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan periode 

2016-2020 dapat dilihat dari hasil analisis terhadap anggaran dan realisasi 

pelayanan DInas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 menurut 

kelompok belanja sebagaimana tampak pada berikut:  
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Tabel 2.8  
Tabel T-C 23 Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 

No. 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 
Satuan 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Rasio Capaian 

2016 2017 2018 2019 2020 
Target 
Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 

Target 
Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 

Target 
Akhir 

1. Persentase kenaikan jumlah wisatawan % 15 15 15 15 15 15 9,6 500 75,8 93,3 361 15 9,6 500 75,8 93,3 361 15 

2. 
Persentase pembangunan jumlah 
objek/daya tarik pariwisata 

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 N/A N/A 100 100 100 N/A N/A N/A 

3. 
Persentase peningkatan jumlah kelompok 
sadar wisata 

% 5 5 7 8 10 10 5 5 7 8 10 10 100 100 100 100 100 100 

4. 
Persentase peningkatan jumlah usaha di 
bidang pariwisata 

% 30 40 50 60 70 80 30 40 50 N/A N/A N/A 100 100 100 N/A N/A N/A 

5. Lama tinggal wisnus (RPJMD Prov. Kalsel) Hari 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 100 100 75 75 60 60 

6. 
Persentase Promosi/ Pemasaran, fasilitasi 
sarana promosi kepariwisataan di 
Kalimantan Selatan 

% N/A N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A N/A 100 100 

7. 
Persentase analisa data kunjungan wisman 
dan wisnus dan persentase komunikasi 
serta kerjasama dengan stakeholder terkait 

% N/A N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A N/A 60 100 N/A N/A N/A N/A 80 100 

8. 
Persentase peningkatan jumlah usaha 
pariwisata yang berstandar sesuai klasifikasi 

% N/A 5 5 7 8 10 N/A 5 5 7 8 10 N/A 100 100 100 100 100 

9. 
Persentase peningkatan jumlah SDM 
Pariwisata yang kompeten 

% N/A N/A N/A N/A 8 10 N/A N/A N/A N/A 8 8 N/A N/A N/A N/A 100 90 

10. 
Persentase peningkatan jumlah kelompok 
sadar wisata yang dibentuk dan aktif 

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 100 100 100 100 100 100 

11. 
Persentase fasilitasi kreativitas yang 
mampu di hasilkan oleh masyarakat 
pariwisata yang ada di kab/kota 

% N/A N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A N/A 100 100 

12. 
Persentase pembangunan fasilitas 
pendukung di objek/daya Tarik wisata 
sesuai standar Saptas Pesona 

% N/A 30 40 50 60 70 N/A 30 40 50 60 70 N/A 100 100 100 100  
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Tabel 2.9  

Tabel T-C 24 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 

Uraian Anggaran Realisasi Rasio 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Belanja 
Langsung 

     22.374.861. 
532 

   23.862.724. 
708 

12.036.853. 
000 

19.692.750. 
581 

    81,94 88,01% 

Belanja Tidak 
Langsung 

         4.410.782. 
000 

4.651.797. 
000 

     99,6 

 

Total Pagu 
Anggaran 

   29.897.950. 
000 

16.688.650. 
000 

22.374.861. 
532 

   28.273.506. 
708 

16.688.650. 
000 

    94,04 86,72 88,01% 
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2.3.3. Potensi Destinasi Wisata Unggulan 

Di dalam Renstra Kemenparekraf/Barekraf Tahun 2020-2024, konsep pembangunan 

pariwisata sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan akhir untuk meningkatkan kontribusi 

sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan pangan ialah quality tourism 

atau pariwisata yang berkualitas. Konsep Quality tourism adalah pengembangan 

pariwisata yang menekankan pada quality over quantity. Sehingga tujuan akhir dari konsep 

ini adalah meningkatkan kinerja dan mengadaptasi penyediaan produk dan layanan, serta 

memperkuat variabel-variabel kompetitif bagi destinasi-destinasi. 

Destinasi pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang 

dikembangkan secara sinergis dengan pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, 

aksesibilitas/ sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem yang utuh 

dan berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata di Kalimantan 

Selatan, terdapat sejumlah potensi sekaligus sebagai kekuatan daerah untuk dapat 

berkembang sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.  

Berdasarkan arah kebijakan pengembangan pariwisata Kalimantan Selatan yang 

tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, pembangunan 

pada sektor pariwisata 5 tahun kedepan berfokus pada pengelolaan daya tarik, kawasan 

strategis dan destinasi pariwisata. Arah kebijakan tersebut tentunya memperhatikan 

kelestarian lingkungan serta diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan sarana 

prasarana yang mendukung sektor pariwisata. 

Adapun beberapa daya tarik wisata di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki 

potensi besar sebagai destinasi unggulan untuk dikembangkan menjadi destinasi 

pariwisata prioritas yang direncanakan dengan komprehensif, terintegrasi dan 

berkelanjutan, yakni: 

1. Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam dan sekitarnya 

Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam Kiram, Gunung Mawar & Sekitarnya 

terdiri dari Objek Wisata Alam Kiram Park, Gunung Mawar, Taman Hutan Raya 

Sultan Adam, Puncak Matang Kaladan, Pulau Bekantan, Lembah Kahung dan 

Lainnya. Di kawasan ini akan kita lihat pemandangan asli sebuah alam tropis 
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nan indah dengan aneka flora dan fauna yang menghuninya serta bentang 

alam perbukitan, hembah Hingga air terjun ada di kawasan ini. 

2. Susur Sungai Banjarmasin 

Kota Seribu Sungai atau a Thousand Rivers City adalah branding Kota 

Banjarmasin yang menggambarkan karakteristik wilayah dengan sungai besar 

dan anak-anak sungainya. Berikut nama-nama objek wisata susur sungai yang 

bisa dikunjungi para wisatawan ketika berwisata di Kota Banjarmasin: 

¶ Pasar Terapung Siring Tendean 

¶ Taman Siring 0 Kilometer 

¶ Mesjid dan Makam Sultan Suriansyah 

¶ Menara Pandang Siring Tendean 

¶ Patung Maskot Bekantan 

¶ Rumah Anno 

¶ Mesjid Jami Sungai Jingah 

¶ Mesjid Raya Sabilal Muhtadin 

¶ Museum Wasaka 

3. Pasar Terapung Lok Baintan 

Pasar Terapung Lok Baintan berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai 

Tabuk, Kabupaten Banjar. Daya tarik yang menjadi kekhasan dari Pasar 

Terapung ini ialah kegiatan jual-beli dari atas perahu/jukung, mulai dari hasil 

kebun, tani, hingga makanan dan minuman serta hasil kerajinan tangan 

masyarakat. 

4. Loksado 

Kawasan Loksado sebagai kawasan strategis pariwisata Nasional (KSPN) 

andalan Provinsi Kalimantan Selatan menarik wisatawan baik nusantara 

maupun mancanegara. Loksado merupakan rumah bagi kelompok etnis Dayak 

Meratus di Kalimantan yang menempati rumah-rumah tradisional yang 

disebut Balai.  

5. Konservasi Bekantan, Di Pulau Curiak dan Pulau Bakut 

Pulau Bakut adalah sebuah delta yang terletak di tengah sungai Barito 

termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Anjir Muara, Barito Kuala, 
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Kalimantan Selatan. Di atas pulau Bakut terdapat jembatan Barito yang 

menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Taman 

Wisata Alam Pulau Bakut merupakan hunian bagi Bekantan (Nasalis Larvatus) 

dengan memiliki luas 15,8 hektar. 

6. Pendulangan Intan 

Pendulangan Intan Cempaka adalah lokasi pendulangan batu intan dan emas 

yang diolah secara tradisional yang berada di Kecamatan Cempaka, Kota 

Banjarbaru. Proses pendulangan intan ini dapat menjadi daya Tarik wisata, baik 

nusantara maupun mancanegara.  

7. Geopark Meratus 

Pegunungan Meratus menyimpan banyak cerita dalam hal Geodiversitas, 

keanekaragaman budaya dan keanekaragaman hayati yang lengkap dan 

beragam. Geopark Meratus ini merupakan hamparan ofiolit paling tua di 

Indonesia. Dengan adanya potensi dari aspek alam dan sejarah ini, dapat 

dikemas menjadi salah satu destinasi unggulan yang menawarkan wisata 

dengan edukasi didalamnya. 

8. Wisata Religi Guru Sekumpul dan Datu Pelampayan 

Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki 

makna khusus bagi umat beragama, biasanya beberapa tempat ibadah yang 

memiliki kelebihan. Ini misalnya dilihat dari sisi sejarah, ataupun keunikan dan 

keunggulan arsitektur bangunannya. Terdapat dua wisata religi yang dapat 

dikembangkan kedepannya, yakni Wisata Religi Guru Sekumpul dan Datu 

Palampayan yang terletak di Kabupaten Banjar. Berdasarkan data jumlah 

wisatawan di Kalimantan Selatan, sumbangan jumlah kunjungan terbesar ialah 

pada acara Haul Guru Sekumpul. 

9. Kerbau Rawa, Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Kerbau Rawa Amuntai merupakan hewan ternak yang banyak dipelihara oleh 

masyarakat desa Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungaui Utara sebagai 

mata pencaharian. Daerah ini sebagian besar rawa dan menyulitkan 

masyarakat untuk memelihara kerbau, sehingga rawa disekitarnya inilah 
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dimanfaatkan masyarakat Amuntai dan justru kerbau rawa ini menjadi objek 

wisata menarik untuk wisatawan. 

10. Kawasan Bawah Jembatan Barito 

Salah satu wisata alam wilayah Kabupaten Barito Kuala/Batola, Provinsi 

Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni wisata bawah Jembatan Barito di Jalan Trans 

Kalimantan, Kecamatan Alalak. Bagi yang ingin berfoto selfie atau pun 

mengambil video indahnya jembatan Barito, bisa datang ke tempat wisata ini 

wisata bawah jembatan Barito juga berdekatan dengan pulau Bakut dan 

destinasi wisata Curiak milik pemerintah Kabupaten Batola. Sehingga, 

wisatawan bisa sekaligus menikmati pemandangan hilir mudik kapal-kapal 

yang berlayar di sungai Barito. 
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan  Pelayanan Dinas Pariwisata 

Provinsi Kalimantan Selatan  

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor prioritas dalam pembangunan 

Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 yang termuat dalam RPJMD Kalimantan 

Selatan Tahun 2021-2026. Maka untuk dapat berkontribusi sesuai target kinerja 

yang diinginkan untuk 5 (lima) tahun mendatang, diperlukan rencana yang tepat 

dengan sasaran yang ingin dicapai. Sebelum dapat merumuskan rencana yang 

ditetapkan, perlu mengidentifikasi terlebih dahulu terhadap segala tantangan yang 

dihadapi dan peluang yang dpat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan 

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.  

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan. 

Sedangkan peluang ialah kesempatan yang datang dari faktor eksternal, dan 

eksistensinya dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Pariwisata Provinsi 

Kalimantan Selatan dalam lima tahun. Faktor lingkungan internal yang 

mempengaruhi kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dalam 

menyelenggarakan pelayanan dan pembangunan bidang urusan pariwisata adalah 

1) Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi; 2) SDM Aparatur Sipil; 3) Anggaran; 4) 

Sarana dan Prasraana; dan 5) Proses manajemen. Sedangkan untuk faktor 

lingkungan eksternal adalah 1) Kebijakan dan Regulasi; 2) Sumberdaya Pariwisata; 

3) Sumberdaya Ekonomi Kreatif 4) Destinasi Pariwisata; 5) Industri Pariwisata; 6) 

Pemangku Kepentingan 7) Lingkungan 8) Sosial Budaya. Berikut analisis terhadap 

identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang disajikan pada tabel 

berikut. 
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Tabel 2.10 Hasil Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Dinas Pariwisata 
Provinsi Kalimantan Selatan 

 

Faktor Lingkungan Internal Kekuatan Kelemahan 

1. Struktur Organisasi 
dan Tugas Fungsi 

1. Struktur organisasi 
lengkap, peluang 
didukung oleh UPTD 

1.  Ekonomi kreatif masih menjadi 
bagian seksi dalam bidang 
pengembangan destinasi.  

  2. Fungsi sesuai kebutuhan 
dalam bidang urusan 
pariwisata 

2. Kegiatan pengembangan pariwisata 
dan ekonomi kreatif yang belum 
bersinergi dengan optimal 

    3.  Fokus pengembangan pada destinasi 
unggulan provinsi belum optimal 

     4. Penyusunan kebijakan, pedoman dan 
standar teknis kepariwisataan masih 
kurang  

    5. Pemasaran dan promosi pariwisata 
dan ekonomi kreatif belum optimal 

    6. Fasilitasi kemitraan dalam 
pengelolaan kepariwisataan masih 
kurang optimal 

2. SDM Apartur Sipil 4. Jumlah SDM urusan 
pariwisata memadai 

7. Jumlah SDM urusan ekonomi kreatif 
masih kurang 

    8. Kompetensi SDM urusan ekonomi 
kreatif dan pariwisata masih kurang 

3.  Anggaran   9. Porsi anggaran untuk program-
program 

4. Sarana dan Prasarana 5. Prasarana cukup 
memadai 

10. Sarana masih kurang memadai 

5. Proses Manajemen 6. Pelaksanaan manajemen 
SKPD dilakukan 

11. Pedoman, standar dan prosedur 
teknis masih kurang 

 

Selanjutnya, berikut hasil identifikasi ancaman dan peluang Dinas Pariwisata 

Provinsi Kalimantan berdasarkan faktor eksternal yang dijabarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.11 Identifikasi Peluang dan Ancaman Dinas Pariwisata Provinsi 
Kalimantan Selatan 

 
Faktor Lingkungan 

Eksternal 
Peluang  Ancaman 

1. Kebijakan dan 
Regulasi 

1. Undang-undang terkait 
kepariwisataan dan ekonomi 
kreatif, Perda Prov. Kalsel yang 
mendukung bidang urusan 

1. Program/kegiatan yang 
terbatas    

2. Sumberdaya 
Pariwisata 
 
 

2. Kalimantan Selatan memiliki 
banyak destinasi dan atraksi yang 
beragam 

2. Pengelolaan sumberdaya yang 
belum optimal dan belum 
bersinergi  



 
 
 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH - 48 
 

 
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021-2026 

Faktor Lingkungan 
Eksternal 

Peluang  Ancaman 

3. Ekonomi 3. Dukungan APBD Prov. Kalsel 3. Alokasi anggaran Dinas 
Pariwisata Prov. Kalsel tidak 
proporsional 

4. Dukungan dana APBN, CSR 
dengan mitra pariwisata  

5. Peluang investasi dalam 
pariwisata dan ekonomi kreatif 

4. Mapping Kawasan potensial 
dan sub sekto ekonomi kreatif 
yang belum optimal 

4. Destinasi Pariwisata 6. Ragam daya tarik pada destinasi-
destinasi wisata pada 13 
kab/kota 

5. Kondisi pandemi covid-19 yang 
membatasi kunjungan 
wisatawan 

5. Industri Pariwisata 7. Kalimantan Selatan memiliki 
Lembaga Pendidikan di bidang 
pariwisata dan ekonomi kreatif 

6. Kompetensi dan 
profesionalisme SDM masih 
rendah 

6. Pemangku 
Kepentingan 

8. Kolaborasi pelibatan stakeholder 
penta helix ABCGM (Akademisi, 
Badan Usaha, Komunitas, 
Pemerintah dan Media)  

7. Kepentingan masing-masing 
stakeholder yang tidak 
terakomodir untuk tujuan 
bersama 

7. Lingkungan 9. Penggiat isu-isu lingkungan di 
berbagai wilayah 

8. Degradasi lingkungan akibat 
aktivitas wisata dan ekonomi 
lainnya  

8. Sosial Budaya. 10. Potensi karakter sosial 
masyarakat yang tinggi dan 
beragam. 

9. Masih rendahnya pemahaman 
sapta pesona 

11. Pengembangan kreativitas dan 
inovasi masyarakat dalam 
mengangkat kebudayaan daerah 

10. Terbatasnya kegiatan seni 
budaya yang difasilitasi dengan 
sarana memadai 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 
 

 

Perencanaan hingga pelaksanaan dalam pembangunan sektor pariwisata 

dapat berjalan secara efektif dan efesien ketika dapat memahami kondisi aktual 

atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan rencana pembangunan 

tersebut. Kondisi atau aspek yang dinilai dapat memberikan dampak yang signifikan 

terhadap capaian kinerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, perlu 

dirumuskan menjadi isu strategis. Adapun isu strategis adalah kondisi atau hal yang 

harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah 

karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan 

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan 

datang. 

Isu-isu strategis dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pariwisata 

nantinya akan menjadi dasar dalam perumusan rencana strategis pariwisata 

Provinsi Kalimantan Selatan yang efektif dan efisien selama lima tahun kedepan. 

Melalui pemahaman terhadap kondisi aktual serta aspek-aspek yang menjadi 

faktor penghambat dari keberhasilan implementasi perencanaan, sehingga dapat 

diantisipasi dengan menelaah faktor pendorong yang dapat menjadi peluang untuk 

dioptimalkan.  

Identifikasi dan penetapan isu strategis dapat dilihat dari lingkungan- 

lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Lingkungan eksternal terkait 

dengan dinamika nasional, provinsi, SKPD, dan lembaga atau instansi di luar 

organisasi. Dinamika regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari 

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan 

jangka menengah provinsi maupun nasional. Saat ini isu pandemi Covid 19 

merupakan masalah global yang berdampak pada seluruh segi kehidupan, sosial, 
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ekonomi, yang pada akhirnya dapat merubah tatanan program kegiatan yang 

sudah direncanakan. Sedangkan lingkungan internal terkait dengan dinamika di 

dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun 

tantangan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis 

terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan suatu keharusan guna 

mengurai dan memahami berbagai persoalan yang terjadi untuk dicarikan solusi 

inovatif terbaik. 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata 

Provinsi Kalimantan Selatan 

Permasalahan pembangunan sektor pariwisata meliputi permasalahan pada 

pengembangan-pengembangan kepariwisataan, yakni destinasi pariwisata, 

industri dan kelembangaan pariwisata, pemasaran pariwisata, serta 

pengembangan ekonomi kreatif. Kondisi Pandemi Covid-19 yang saat ini sedang 

terjadi menjadi tantangan bagi daerah untuk menggembalikan geliat pariwisata 

sebagai salah satu sektor prioritas di Kalimantan Selatan. Sebab situasi pandemi ini 

sangat berdampak terhadap sektor pariwisata yang dapat dilihat dari penurunan 

kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Hal ini tentunya diikuti 

dengan penurunan rata-rata lama tinggal wisatawan dan rata-rata tingkat hunian 

hotel di Kalimantan Selatan, pengeluaran wisatawan, dan kontribusi sektor 

pariwisata terhadap PDRB. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, 

adapun permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan 

Selatan periode 2021-нлнс ŀŘŀƭŀƘ άBelum optimalnya pengembangan dan 

pengelolaan sektor pariwisata dalam mewujudkan Kalimantan yang berdaya 

ǎŀƛƴƎέ. Maka berkaitan dengan permasalahan pokok tesebut, adapun beberapa 

indikasi permasalahan yang menjadi penyebab/pemicu dan berpengaruh terhadap 

capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya penanganan destinasi pariwisata Provinsi Kalimantan 

Selatan 

Destinasi-destinasi wisata di Provinsi Kalimantan Selatan yang tersebar di 

13 (tiga belas) kabupaten/kota memerlukan peningkatan dalam 
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pengembangan dan pengelolaanya. Adapun obyek wisata yang menjadi daya 

tarik wisatawan di kabupaten/kota ini memiliki keberagaman jenis, mulai dari 

wisata alam, buatan, budaya, religi, kuliner hingga wisata geosite. Dengan 

diversifikasi daya tarik tersebut, dapat menjadi modal dalam pengembangan 

pariwisata pada masing-masing kabupaten/kota dengan mengikuti trend 

wisata saat ini, khususnya dalam pemulihan geliat pariwisata di masa 

pandemi Covid-19. Dalam meningkatkan daya saing Kalimantan Selatan di 

tingkat global, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya dan modal 

pembangunan kepariwisataan yang lebih komprehensif, berkelanjutan dan 

bertanggung jawab. Pembangunan destinasi pariwisata sangat diperlukan di 

setiap kab/kota melalui; pemberdayaan masyarakat; pembnagunan daya 

tarik, pembangunan aksesibilitas, sarana prasarana dan fasilitas umum.  

tŜǊƳŀǎŀƭŀƘŀƴ ά.ŜƭǳƳ ƻǇǘƛƳŀƭƴȅŀ ǇŜƴŀƴƎŀnan destinasi pariwisata Provinsi 

Kalimantan Selatanέ ŘƛǇƛŎǳ ƻƭŜƘ ōŜōŜǊŀǇŀ ŀƪŀǊ ǇŜǊƳŀǎŀƭŀƘŀƴ ǎŜōŀƎŀƛ 

berikut: 

a. Pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata belum memenuhi 

kualitas unggul dan berdaya saing;  

b. Masih rendahnya kesadaran  pelaku pariwisata yang dapat mendorong 

majunya pariwisata; dan  

c. Belum optimalnya pemanfaatan transportasi yang terintegrasi 

d. Belum memadainya infrastruktur pendukung pariwisata 

e. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi wisata yang masih belum 

optimal. 

2. Pengembangan destinasi wisata unggulan kabupaten dan kota belum 

belum optimal 

Fasilitasi dalam fokus pengembangan terhadap destinasi-destinasi wisata 

unggulan di kabupaten dan kota belum dilaksanakan dengan optimal. 

Penetapan destinasi wisata unggulan yang menjadi prioritas untuk 

dikembangkan dapat menyesuaikan dengan peruntukan pemanfaatan 

ruangnya yakni sebagai kawasan strategis pariwisata yang ditetapkan dalam 
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RTRW Nasional, RTRW Provinsi, serta RTRW Kab/Kota. Ketika kawasan 

strategis tersebut sudah optimal dikembangkan maka secara linear akan 

berdampak juga terhadap destinasi disekitarnya. Secara umum permasalahan 

ini dipicu oleh akar permasalahan: 

a. Penelitian dalam penentuan pengembangan destinasi prioritas 

melum optimal 

b. Legal aspek belum memadai. 

c. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi wisata yang masih belum 

optimal 

3. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata Provinsi 

Kalimantan Selatan 

Sebagai SKPD yang menjalankan tugas dan fungsi dalam sektor pariwisata 

dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan masih 

belum optimal. Peran dan fungsi Dinas Pariwisata saat ini yang juga 

melaksanakan program dan kegiatan ekonomi kreatif, dalam 

implementasinya masih belum efektif. Dimana nomenklatur Dinas masih 

mencakup sektor pariwisata saja, sehingga ekonomi kreatif pun masih 

menjadi bagian dari bidang pengembangan destinasi pariwisata. Padahal 

ekonomi kreatif memiliki banyak sub sektor dengan SDM sebagai modal 

kuncinya. Maka dalam hal ini, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 

harus melaksanakan perubahan dan pengembangan terhadap kapasitas 

kelembagaanya. Secara umum permasalahan kelembagaan dipicu oleh akar 

permasalahan: 

a. Legal aspek belum memadai 

b. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan daya saing dan 

kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. 

4. Sinergi jejaring aktor (stakeholder) dalam pengembangan serta pengelolaan 

pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal 

Aktor-aktor pengembangan pariwisata di Kalimantan Selatan saat ini mulai 

dari asosiasi, organisasi, badan usaha, masyarakat hingga akademisi dinilai 

masih belum bersinergi dengan program kerja pemerintah dengan optimal. 
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Perlunya kesamaan tujuan dan kepentingan yang terakomodir dapat 

memaksimalkan peluang-peluang yang ada, sehingga dapat membangkitkan 

kembali sektor pariwisata Kalimantan Selatan di masa Pandemi Covid-19 ini. 

Konsep pentahelix dimana unsur Pemerintah, Akademisi, Badan atau Pelaku 

Usaha, Masyarakat atau Komunitas, dan Media dapat diimplemetasikan 

melalui koordinasi serta komitmen dengan mengedepankan keberlanjutan 

lingkungan. Secara umum permasalahan kelembagaan dipicu oleh akar 

permasalahan: 

a. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan daya saing dan 

kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; dan 

b. Sinergi kemitraan masih belum optimal 

c. Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pariwisata dan ekonomi 

kreatif masih belum efektif 

5. Belum optimalnya promosi dan pemasaran kepariwisataan dan ekonomi 

kreatif Kalimantan selatan 

Upaya peningkatan sektor pariwisata bergantung pada strategi promosi. 

Strategi promosi seharusnya dapat memanfaatkan setiap ruang dan 

kesempatan yang ada, tidak terbatas pada keikutsertaan dalam event 

nasional dan internasional saja. Disisi lain, media pemasaraan pariwisata saat 

ini  masih belum optimal dalam mempromosikan Branding pariwisata Provinsi 

Kalimantan Selatan, yakni Wonderful Kalsel The Legend of Borneo. 

Pemanfaatan berbagai media teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  untuk 

mempromosikan pariwisata Kalimantan Selatan perlu menyesuaikan dengan 

trend perkembangan pemasaran pariwisata saat ini dan kecenderungan 5 

tahun kedepan, terumata dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang ada.  

tŜǊƳŀǎŀƭŀƘŀƴ ά.ŜƭǳƳ ƻǇǘƛƳŀƭƴȅŀ ǇǊƻƳƻǎƛ ϧ ǇŜƳŀǎŀǊŀƴ ƪŜǇŀǊƛǿƛǎŀǘŀŀƴ 

dan ekonomi kreatif Kalimantan Selatanέ disebabkan oleh beberapa akar 

permasalahan sebagai berikut:  

a. Diversifikasi media pemasaran pariwisata masih belum terintegrasi  

b. Keterbatasan stakeholder dalam pemanfaatan dan kesadaran dalam 

menyikapi trend perkembangan TIK  
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c. Sinergi kemitraan dalam pemasaran wisata masih belum optimal 

d. Segmentasi terhadap target pasar produk dan jasa kreatif belum luas 

6. Belum optimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif Kalimantan 

Selatan 

Sebagaimana mengacu pada Kemenparekraf, sektor ekonomi kreatif 

memiliki 17 (tujuh belas) sub sektor  yang sangat beragam, yaitu kriya, 

pengembangan permainan, desain interior, music, seni rupa, desain produk, 

fesyen, kuliner, film-animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, 

televisi dan radio, arsitektur, periklanan, seni pertunjukan, peneribtan, dan 

aplikasi. Ketujuh belas sektor ini memerlukan komitmen daerah dalam 

mendorong keratifitas dan inovasi SDM daerah sehingga dapat berkontribusi 

dalam pembangunan daerah, serta menciptakan lapangan kerja. Namun 

kondisinya, sektor ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan belum berkembang 

optimal mulai dari pengembangan riset hingga perlindungan hasil kreativitas. 

Sebagaimana amanat UU. No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, bahwa 

pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab 

mengembangan ekosistem ekonomi kreatif.  

Adapun akar permasalahan dari belum optimalnya pengembangan 

ekonomi kreatif Kalimantan Selatan ialah: 

a. Pemetaan potensi 17 sub sektor ekonomi kreatif pada 13 

kabupaten/kota di Kalimantan Selatan belum memadai 

b. Pengembangan riset dan penyediaan infrastruktur kurang 

c. Fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan yang terbatas 

e. Segmentasi terhadap target pasar produk dan jasa kreatif belum luas 

 

Dari uraian diatas, untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan 

kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Kalimantan Selatan, permasalahan 

yang dihadapi dirangkum kedalam tabel berikut. 
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Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Sasaran Pembangunan 
Kepariwisataan dan Eknomi Keratif Daerah 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Belum optimalnya 
pengembangan dan 
pengelolaan sektor 
pariwisata dalam 
mewujudkan 
Kalimantan yang 
berdaya saing 

Belum optimalnya 
penanganan destinasi 
pariwisata Provinsi 
Kalimantan Selatan 
 

a. Pengelolaan pengembangan destinasi 
pariwisata belum memenuhi kualitas 
unggul dan berdaya saing;  

b. Masih rendahnya kesadaran  pelaku 
pariwisata yang dapat mendorong 
majunya pariwisata; dan  

c. Belum optimalnya pemanfaatan 
transportasi yang terintegrasi 

d. Belum memadainya infrastruktur 
pendukung pariwisata 

e. Kesiapan masyarakat di sekitar 
destinasi wisata yang masih belum 
optimal. 

 

Pengembangan destinasi 
wisata unggulan kabupaten 
dan kota belum belum 
optimal 
 

f. Penelitian dalam penentuan 
pengembangan destinasi prioritas 
melum optimal 

g. Legal aspek belum memadai. 
h. Kesiapan masyarakat di sekitar 

destinasi wisata yang masih belum 
optimal 

Masih rendahnya kapasitas 
kelembagaan Dinas Pariwisata 
Provinsi Kalimantan Selatan 
Sinergi jejaring aktor 
(stakeholder) dalam 
pengembangan serta 
pengelolaan pariwisata dan 
ekonomi kreatif belum 
optimal 
 

i. Legal aspek belum memadai 
j. Belum optimalnya peningkatan dan 

pengembangan daya saing dan 
kompetensi SDM pariwisata dan 
ekonomi kreatif. 

 

Belum optimalnya promosi 
dan pemasaran 
kepariwisataan dan ekonomi 
kreatif Kalimantan selatan 
 

k. Diversifikasi media pemasaran 
pariwisata masih belum terintegrasi  

l. Keterbatasan stakeholder dalam 
pemanfaatan dan kesadaran dalam 
menyikapi trend perkembangan TIK  

m. Sinergi kemitraan dalam pemasaran 
wisata masih belum optimal 

n. Segmentasi terhadap target pasar 
produk dan jasa kreatif belum luas 
 

Belum optimalnya 
pengembangan ekonomi 
kreatif Kalimantan Selatan 
 

o. Pemetaan potensi 17 sub sektor 
ekonomi kreatif pada 13 
kabupaten/kota di Kalimantan Selatan 
belum memadai 

p. Pengembangan riset dan penyediaan 
infrastruktur kurang 

q. Fasilitasi akses pendanaan dan 
pembiayaan yang terbatas 

r. Segmentasi terhadap target pasar 
produk dan jasa kreatif belum luas 
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

 Belum optimalnya 
pengembangan ekosistem 
ekonomi kreatif Kalimantan 
Selatan 
 

s. Pemetaan potensi 17 sub sektor 
ekonomi kreatif pada 13 
kabupaten/kota di Kalimantan Selatan 
belum memadai 

t. Pengembangan riset dan penyediaan 
infrastruktur kurang 

u. Fasilitasi akses pendanaan dan 
pembiayaan yang terbatas 

v. Segmentasi terhadap target pasar 
produk dan jasa kreatif belum luas 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan  Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

3.2.1. Visi 

Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang 

menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin 

dicapai dalam masa jabatan sesuai misi yang diemban. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 

menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

kedepan adalah: 

άY![{9[ a!W¦ όYŀƭƛƳŀƴǘŀƴ {Ŝƭŀǘŀƴ aŀƪƳǳǊΣ {ŜƧŀƘǘŜǊŀ Řŀƴ 

.ŜǊƪŜƭŀƴƧǳǘŀƴύ {9.!D!L D9w.!bD L.¦ Yh¢! b9D!w!έ 

Adapun pokok-pokok visi beserta penjelasannya ialah: 

¶ Makmur Sejahtera, Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat, Jasmani, Rohani, 

Aman dan Sentosa 

¶ Berkelanjutan, Pembangunan dengan Memperhatikan Keseimbangan antara 

Sosial, Ekonomi dan Lingkungan 

¶ Kalsel Gerbang Ibu Kota Negara, Kaltim telah ditetapkan sebagai Ibu Kota 

Negara yang baru, Kalsel dari letaknya yang strategis menjadi Gerbang Ibu 

Kota Negara Baru. 

3.2.2. Misi 

Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka 

diperlukan misi yang jelas, mengingat misi merupakan suatu yang harus diemban 
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dan dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. 

Adapun Misi Pembangunan Daerah 2021-2026: 

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti 

Luhur 

Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan, Pendidikan dan Sosial Budaya, 

Kesehatan, Keterampilan, Kepemudaan dan Olah Raga. 

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata 

Meningkatkan Ekonomi melalui Transformasi Struktur Ekonomi dari 

Komoditas Bahan Mentah Industri Turunannya (Hilirisasi) 

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian 

Membangun Sarana Prasarana Pembangunan Pelayanan Dasar dan 

Ekonomi berbasis Kewilayahan 

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik 

Melanjutkan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk mendorong 

Investasi 

5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan 

Bencana. 

Pengendalian Banjir, Pencemaran, Perusakan Lingkungan, dan Kebakaran 

Hutan dan Lahan berbasis Teknologi 

άY![{9[ a!W¦ όYŀƭƛƳŀƴǘŀƴ {Ŝƭŀǘŀƴ aŀƪƳǳǊΣ {ŜƧŀƘǘŜǊŀ Řŀƴ .ŜǊƪŜƭŀƴƧǳǘŀƴύ 

{9.!D!L D9w.!bD L.¦Yh¢! b9D!w!έΦ aŀƪƴŀ ƳŜƴŘŀǎŀǊ Ǿƛǎƛ ȅŀƴƎ ŘƛƧŀōŀǊƪŀƴ 

dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima 

tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan 

terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk 

melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan 

ekonomi yang merata dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, 

ekonomi dan lingkungan, memperkuat sarana prasarana dasar perekonomian 

untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang 

fokus pada pelayanan publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan 

menjaga kelestarian lingkungan hidup. 



 
 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH - 59 
 

 
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2021-2026 

Dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-

2026, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan 

dijabarkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2021-2026. Dari pernyataan Misi-Misi yang ditetapkan pada RPJMD, dapat 

disimpulkan misi yang berkaitan dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas 

Pariwisata, yaitu pada Misi ke -2 : Mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

merata. Misi ini dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan dan sasaran jangka 

menengah yang terkait dengan bidang urusan pariwisata, yakni: 

Tujuan: Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan indicator: Laju 

Pertumbuhan Ekonomi (LPE). 

Sasaran: Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, 

Pertanian, dan Pariwisata dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE): 

Penyediaan akomodasi dan makan minum.  

 Berdasarkan misi ke-2 serta tujuan dan sasaran tersebut, Adapun program 

yang dapat ditunjang oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu: 

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

2. Program Pemasaran Pariwisata 

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

4. Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif 

Dengan adanya keempat program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian terkait dengan 

pelayanan OPD, masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi dan diatasi 

dalam upaya mencapai tujuan dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

sebagaimana terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap 
Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  

Misi dan Program 
Kepala dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) 

Misi 2: Pengembangan ¶ Terbatasanya Anggaran 
dan SDM yang mengerti 

¶ Banyak potensi pariwisata 
dan ekonomi kreatif di 
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Misi dan Program 
Kepala dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

Mendorong 
pertumbuhan 
ekonomi yang 
merata 

pariwisata dan 
ekonomi kreatif 
belum optimal dalam 
memberikan 
kontribusi terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi daerah, dan 
kesejahteraan 
masyarakat 

tentang pengembangan 
pariwisata dan ekonomi 
kreatif  

¶ Keterbatasan SDM dan 
modal bagi pengelola 
destinasi wisata untuk 
memenuhi standar CHSE. 

¶ Keterbatasan SDM dan 
anggaran dalam tata kelola 
pariwisata dan ekonomi 
kreatif . 

¶ Minimnya data dan 
terbatasnya anggaran 
untuk menentukan 
kebijakan tahap awal 
pengembangan Ekonomi 
Kreatif 

¶ Terbatasnya pengetahuan 
para pelaku ekonomi 
kreatif tentang pasar mana 
saja yang dapat dituju 
untuk memasarkan 
produknya 

¶ Belum pernah melakukan 
riset dan inovasi serta 
belum pernah melakukan 
perhitungan nilai tambah 
atas produk ekonomi 
kreatif 

¶ Kurangnya koordinasi 
jejaring stakeholder dalam 
upaya mempromosikan 
pariwisata Kalimantan 
Selatan. 

Kalimantan Selatan yang 
mempunyai daya saing. 

¶ Semua pihak yang terkait 
bersedia untuk dibina dan 
bersinergi dalam rangka 
pengembangan suatu 
kawasan menjadi Destinasi 
Pariwisata Prioritas 

¶ Banyak pelaku ekonomi 
kreatif  di daerah yang 
unik dan berpotensi untuk 
meningkatkan 
perekonomian di tiap 
kabupaten dan kota 

¶ Pihak swasta mulai 
mengarahkan dana CSR 
nya untuk membantu 
pelaku pariwisata dan 
ekonomi kreatif 

¶ Informasi mengenai riset 
pariwisata dan ekonomi 
kreatif daerah lain sudah 
dapat di akses dengan 
mudah melalui internet 
sebagai. 

¶ Sudah tersedia para ahli di 
bidang pemasaran untuk 
melatih/membina para 
pelaku usaha pariwisata 
dan ekonomi kreatif 

3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf) Tahun 2020-2024. 

Dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, perlu dilakukan telaah 

terhadap Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 

yang diharapkan ada keterpaduan dalam pembangunan pariwisata yang 

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan 

pariwisata pada lima tahun mendatang. Berdasarkan arahan Presiden Republik 
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Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi 

Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf 

harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi 

Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: 

άPariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, 

berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam 

Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royongέ 

Sedangkan misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 ς 2024 

adalah; 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa ; 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh 

warga; 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ; 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. 

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia 2020-2024, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2020-2024: Meningkatnya kontribusi 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasionalέ yang 

diukur dengan; 

1. Nilai devisa pariwisata 

2. Kontribusi PDB Pariwisata 

3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif 

Berikut adalah sasaran strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia 2020 ς 2024; 
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1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan 

ekonomi 

2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional  

3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan  

4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional  

5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan  

6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya 

kemampuan industri sector pariwisata dan ekonomi kreatif nasional 

7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif  

8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian  

9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan 

ekonomi kreatif  

10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif  

11. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang 

profesional  

12. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata  

 

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap 
Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif 

No Sasaran Jangka 
Menengah 

Kemenparekraf 

Permasalahan Pelayanan 
OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Meningkatnya 
kontribusi 
pariwisata dan 
ekonomi kreatif 
terhadap 
ketahanan 
ekonomi 

Pengembangan 
pariwisata dan ekonomi 
kreatif belum optimal 
dalam memberikan 
kontribusi terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
daerah, dan kesejahteraan 
masyarakat 

Kondisi pandemi yang 
membatasi kunjungan 
wisatawan dan wadah 
pelaku ekonomi kreatif 
 
Masih banyak sarana 
prasarana pariwisata 
dan ekonomi kreatif 
yang belum 
bersertifikasi CHSE  
 
Terbatasanya Anggaran 
dan SDM yang mengerti 

Banyak potensi 
pariwisata dan 
ekonomi kreatif di 
Kalimantan Selatan 
yang mempunyai daya 
saing. 
 
Semua pihak yang 
terkait bersedia untuk 
dibina dan bersinergi 
dalam rangka 
pengembangan suatu 
kawasan menjadi 
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No Sasaran Jangka 
Menengah 

Kemenparekraf 

Permasalahan Pelayanan 
OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

tentang pengembangan 
pariwisata dan ekonomi 
kreatif  
 

Destinasi Pariwisata 
Prioritas 
 
Banyak pelaku 
ekonomi kreatif  di 
daerah yang unik dan 
berpotensi untuk 
meningkatkan 
perekonomian di tiap 
kabupaten dan kota 

2. Meningkatnya 
nilai tambah 
ekonomi kreatif 
nasional 
pariwisata dan 
ekonomi kreatif  

Belum pernah melakukan 
riset dan inovasi serta 
melakukan perhitungan 
nilai tambah atas usaha 
pariwisata dan produk 
ekonomi kreatif 

Keterbatasan anggaran 
dan sumber daya 
manusia yang mengerti 
tentang pengembangan 
pariwisata dan ekonomi 
kreatif 

Informasi mengenai 
riset pariwisata dan 
ekonomi kreatif daerah 
lain sudah dapat di 
akses dengan mudah 
melalui internet. 

3. Meningkatnya 
kualitas dan 
jumlah wisatawan  

Pengembangan destinasi 
wisata unggulan kabupaten 
dan kota belum belum 
optimal 

Belum memadainya 
infrastruktur pendukung 
pariwisata. 

Diversifikasi media 
pemasaran pariwisata 
masih belum 
terintegrasi 

Sinergi jejaring aktor 
(stakeholder) dalam 
pengembangan serta 
pengelolaan pariwisata 
belum optimal 

Kabupaten/Kota mulai 
berbenah dalam 
membangkitkan 
Kembali geliat wisata 
untuk menari 
wisatawan baik wisman 
mapun wisnus melalui 
diversivikasi event dan 
produk ekonomi kreatif 
sebagai daya Tarik 
 

4. Meningkatnya 
daya saing 
destinasi dan 
industri pariwisata 
nasional  

Pemerintah Daerah belum 
banyak bekerjasama 
dengan Praktisi di bidang 
Ekonomi Kreatif dalam hal 
pendampingan di lapangan 

Terbatasanya Anggaran 
pada Pemerintah 
Daerah dalam hal 
melakukan pembinaan 
pada pelaku wisata dan 
ekonomi kreatif 

Sudah banyak Praktisi 
wisata dan Ekonomi 
Kreatif di Indonesia 
yang dapat membuka 
pengetahuan dan 
keterampilan para 
pelaku usaha dan 
ekonomi kreatif 

5. Tersedianya 
produk pariwisata 
sesuai kebutuhan  

Belum optimalnya 
diversifikasi produk wisata 
yang menjadi daya tarik 
wisatawan yang mengikuti 
trend wisata saat ini, 
terutama di masa 
pandemic. 

Belum adanya kajian 
terhadap trend wisata 
pada masa pandemi di 
Kalimantan Selatan, 
sehingga konsep dalam 
berinovasi mengikuti 
trend pemasarannya 
juga masih terbatas. 

Pemerintah dapat 
melakukan MoU 
dengan akademisi 
untuk melakukan 
kajian. 

6. Bertumbuhnya 
investasi dan 
akses pembiayaan 
serta 

Belum ada data yang pasti 
mengenai Destinasi wisata 
& industri ekonomi kreatif 
yang memerlukan investor 

Kurangnya koordinasi 
dengan Instansi yang 
mengurusi investasi 
serta dengan 

Banyak investor yang 
bersedia untuk 
berinvestasi di bidang 
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No Sasaran Jangka 
Menengah 

Kemenparekraf 

Permasalahan Pelayanan 
OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

meningkatnya 
kemampuan 
industri sektor 
pariwisata dan 
ekonomi kreatif 
nasional 

serta belum ada koordinasi 
dengan Instansi yang 
mengurusi pelayanan 
investasi 

komunitas-komunitas 
pelaku ekraf 

pariwisata dan 
ekonomi kreatif. 
 
Pihak swasta mulai 
mengarahkan dana CSR 
nya untuk membantu 
pelaku pariwisata dan 
ekonomi kreatif 

7. Terlindunginya 
kekayaan 
intelektual bidang 
pariwisata dan 
ekonomi kreatif  

Kalimantan Selatan masih 
terbilang baru dalam hal 
pengembangan Sektor 
Ekonomi Kreatif. Instansi 
Pemangku khusus 
mengurusi Ekonomi Kreatif 
pun baru dibentuk pada 
tahun 2020 pada Dinas 
Pariwisata Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota. Hal ini 
menyebabkan masih 
minimnya data mengenai 
produk kreatif apa saja 
yang sudah memiliki HAKI 
dan produk kreatif apa saja 
yang dapat didorong untuk 
difasilitasi pengusulan HAKI 
nya 

Minimnya data dan 
terbatasnya anggaran 
untuk menentukan 
kebijakan tahap awal 
pengembangan 
Ekonomi Kreatif 

Semua pihak (Instansi 
terkait, Komunitas) 
pada Pemerintah 
Provinsi maupun 
Pemkab/Pemko 
menyambut baik 
keberadaan ekonomi 
kreatif ini dan saling 
bersinerji untuk 
mendorong 
perkembangannya 

8. Terselenggaranya 
regulasi pariwisata 
dan ekonomi 
kreatif berbasis 
kajian  

Penelitian mengenai 
Pariwisata & Ekraf Kalsel 
belum banyak dilakukan. 
Penelitian yang sudah ada 
belum dipakai sebagai 
acuan kebijakan 
pengembangan 
pemerintah daerah 

Hasil penelitian tidak 
disampaikan kepada 
instansi terkait serta 
pemangku kebijakan 

Sudah ada keinginan 
dari para pengambil 
kebijakan untuk 
mendasarkan 
kebijakannya dari hasil 
penelitian 

9. Tersedianya data 
dan informasi 
hasil kajian sesuai 
kebutuhan 

   

10. Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas SDM 
kepariwisataan 
dan ekonomi 
kreatif  

Belum optimalnya sistem 
manajemen 
pengembangan SDM 
pariwisata dan ekonomi 
kreatif 

Kualitas dan kuantitas 
SDM Pariwisata belum 
mendukung sepenuhnya 
dalam peningkatan 
pelayanan wisata dan 
penciptaan produk 
ekonomi kreatif; 

Komitmen daerah 
untuk melakukan 
pembinaan dan 
pendampingan 
terhadap SDM 
kepariwisataan dan 
ekonomi kreatif 

11. Terwujudnya 
Reformasi 
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No Sasaran Jangka 
Menengah 

Kemenparekraf 

Permasalahan Pelayanan 
OPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

Birokrasi 
Kementerian 
Pariwisata dan 
Ekonomi 
Kreatif/Badan 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
menuju birokrasi 
yang profesional  

12. Meningkatnya 
kualitas kinerja 
organisasi 
Kementerian 
Pariwisata 

Kerjasama antar 
sektor/instansi dalam 
pengembangan pariwisata 
dan ekonomi kreatif belum 
optimal  

  

 

Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

merupakan refleksi PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Nasional  yang berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Ekonomi Kreatif yang implementasi program aksinya berwujud kegiatan-kegiatan 

berskala nasional dan internasional di pusat maupun daerah.  

Renstra Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

dapat menjadi acuan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses 

penyusunan rencana strategis 5 tahun mendatang dengan memperhatikan visi, 

misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Kemenparekraf. 

Sehingga tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam 

Renstra Dinas Pariwisata selaras dengan Renstra Kemenparekraf  dan tidak 

bertentangan. 

Dengan adanya telaahan mengenai faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan OPD terhadap pencapaian sasaran jangka menengah Kemenparekraf 

dapat menjadi acuan dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan 

selama 2021-2026 yang efektif, efisien dan tepat sasaran untuk memecahkan 

permasalahan-permasahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata dan 

ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. 
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan 

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

3.4.1. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan disusun selain 

berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, juga dengan 

memperhatikan dan mempertimbangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2015ς2035, yang saat ini Revisinya sedang berproses. 

Konsep pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh upaya 

optimalisasi peluang geostrategis dan kebijakan nasional, diantaranya optimalisasi 

jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II, rencana pembangunan Ibu Kota Negara di 

Kalimantan Timur, rencana pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, dan 

kecenderungan peralihan dari ekonomi ekstraktif menuju non ekstraktif, serta 

potensi pengembangan sektor kelautan dan pariwisata. 

Konsepsi tersebut mengharuskan adanya keterikatan koordinasi dan 

kolaborasi (kerjasama antar kabupaten/kota) yang mengikat. Kerjasama tersebut 

melingkupi pemenuhan kebutuhan mobilitas, infrastruktur untuk ekonomi 

(angkutan barang dan penumpang) yang terintegrasi, serta perwujudan lingkungan 

wilayah yang sehat, cerdas dan efisien. Strategi pengembangan wilayah dalam 

RTRW Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pedoman perangkat daerah dalam 

menyusun rencana strategis dengan memperhatikan potensi dan permasalahan 

wilayah dalam mempercepat pengembangan wilayah dan penataan, pemanfaatan 

serta pengendalian tata ruang.  

Adapun telahaan terhadap rencana yang tertuang dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015ς2035 terkait kepariwisataan 

yakni: 
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Tabel 3.4. Telaahan Terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-
2035 

No Rencana dalam RTRW terkait  
Urusan Bidang Pariwisata 

Telaah  

1. Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer-2 (JKP-2) 
menghubungkan pusat kegiatan pariwisata dan jalan aksesnya, 
meliputi: 
1. Kandangan ς Padang Batung;  
2. Padang Batung ς Loksado; 3. Barabai ς Pagat;  
4. Pelaihari ςTakisung;  
5. Jalan ke Arah Takisung;  
6. Pelaihari ςBatakan;  
7. Jalan Antasari (Pelaihari); dan  
8. Jalan ke Arah Batakan 

Pengembangan Pariwisata 
melalui Program dan 
kegiatan yang dilaksanakan 
di kabupaten/kota sudah 
sesuai dengan rencana pola 
ruang dan struktur ruang 
yang tercantum dalam 
Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Nomor 9 
Tahun 2015 tentang 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2015ς2035. 
 
Dengan status RTRW 
Provinsi Kalimantan Selatan 
yang sedang dalam proses 
Revisi, serta kondisi aktual 
kepariwisataan saat ini perlu 
penyesuaian lebih lanjut 
agar rencana 
pengembangan pariwisata 
yang disusun 5 tahun 
mendatang tidak 
bertentangan dengan 
rencana tata ruang wilayah 
yang ada. 
 
Bertambahnya objek-objek 
wisata baru yang dibangun 
dan dikembangkan oleh 
masing-masing kabupaten 
dan kota oleh berbagai 
pihak dalam kurun waktu 5 
tahun terakhir juga menjadi 
fokus pemerintah untuk 
meonitoring dan 
mengevaluasi jalannya 
kegiatan pariwisata 
sehingga tidak menimbulkan 
dampak negatif terhadap 
aspek sosial budaya, 
ekonomi, serta lingkungan. 

2. Rencana pembangunan, peningkatan dan pengembangan jalan 
akses dan prasarana infrastruktur lainnya kawasan pariwisata, 
meliputi: 
1. jalan akses kawasan pariwisata Loksado (Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan) ς Haratai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah); 
2. jalan akses kawasan pariwisata Angsana (Kabupaten Tanah 

Bumbu); 
3. jalan akses kawasan pariwisata Takisung ς Batakan (Kabupaten 

Tanah Laut); 
4. jalan akses dan prasarana infrastruktur lainnya kawasan 

pariwisata Pulau Sambar Gelap dan Teluk Tamiang (Kabupaten 
Kotabaru); 

3. Rencana pengembangan kawasan budidaya provinsi peruntukan 
pariwisata: 
1. Wisata alam 
2. Wisata bahari dan pantai 
3. Wisata buatan/atraksi 
4. Wisata budaya 
5. Wisata religius 
6. Wisata sejarah 
7. Wisata berbasis sungai 
8. Wisata geowisata 

4. Kawasan  Andalan  Kandangan  dan  sekitarnya  dengan  sektor  
unggulan  pertanian, perkebunan, perikanandan pariwisata 

5. Rencana    pengembangan    kawasan peruntukan pariwisata: 
Kawasan peruntukan wisata alam, yaitu: 
1. Hutan  Pegunungan  Meratus  Loksado  di  Kabupaten  Hulu  

Sungai Selatan; 
2. Gunung Halo-Halo di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 
3. Taman Hutan Raya Sultan AdamdanLembah Kahung di 

Kabupaten Banjar; 
4. Air panas Tanuhi dan Haratai di Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan; 
5. Air panas Hantakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 
6. Air terjun Bajuin di Kabupaten Tanah Laut; 
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No Rencana dalam RTRW terkait  
Urusan Bidang Pariwisata 

Telaah  

7. Tumpang Dua di Kabupaten Kotabaru; 
8. Gua Temu Luang danGua Sunggung di Kabupaten Kotabaru; 
9. Gua Liang Kantin Muara Uya di Kabupaten Tabalong; 
10. Pulau Kembang, Pulau Kaget, dan Pulau Bakut di Kabupaten 

Barito Kuala;dan 
11. Danau Undan Banua Lawasdi Kabupaten Tabalong. 
 
Kawasan peruntukan wisata bahari dan wisata pantai, yaitu: 
1. Terumbu    Karang    dan    Pantai    Pulau    Kunyit,    Teluk    

Tamiang di Kabupaten Kotabaru; 
2. Terumbu Karang dan Pantai Bunati di Kabupaten Tanah 

Bumbu; 
3. Pantai    Swarangan    Jorong,    Pantai    Takisung,    Pantai    

Batakan di Kabupaten Tanah Laut; 
4. Pantai Pagatan dan Pulau Burung di Kabupaten Tanah 

Bumbu;dan 
5. Pantai Sarang Tiung di Kabupaten Kotabaru. 
 
Kawasan peruntukan wisata buatan/atraksi, yaitu: 
1. Kerbau Rawa Danau Panggang di Kabupaten Hulu Sungai 

Utara; 
2. Waduk Riam Kanan di Kabupaten Banjar;dan  
3. Tanjung Puri di Kabupaten Tabalong. 
 
Kawasan peruntukan wisata budaya, yaitu: 
1. Aruh  Ganal  Dayak  Meratus  Loksado  di  Kabupaten  Hulu  

Sungai Selatan; 
2. Pasar Terapung Kuin di Kota Banjarmasin; 
3. Pasar Terapung Lok Baintan Sungai Tabuk di Kabupaten Banjar; 
4. Pendulangan Intan Sungai Tiung Cempaka di Kota Banjarbaru; 
5. Kampung Budaya Banjar di Banua Anyar dan Sungai Jingah di 

Kota Banjarmasin. 
 
Kawasan peruntukan wisata religius, yaitu: 
1. Makam    Syech    Muhammad    Arsyad    Al    Banjari    

Kalampayan di Kabupaten Banjar; 
2. Makam Datu Sanggul di Kabupaten Tapin; 
3. Makam Syech Datu Nafis Kelua di Kabupaten Tabalong; 
4. Kubah Basirih di Kota Banjarmasin; 
5. Makam  Syech  Muhammad  Arsyad  Pagatan  di  Kabupaten  

Tanah Bumbu; 
6. Makam Guru Sekumpul di Martapura; 
7. Masjid  Jami,  Masjid  Sultan Suriansyah,  Masjid  Sabilal  

Muhtadin di Kota Banjarmasin; 
8. Masjid Al Karomah Martapura di Kabupaten Banjar; 
9. Masjid Taqwa Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 
10. Masjid Jami Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;dan  
11. Masjid Pusaka BanuaLawas di Kabupaten Tabalong. 
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No Rencana dalam RTRW terkait  
Urusan Bidang Pariwisata 

Telaah  

 
Kawasan peruntukan wisata sejarah, yaitu: 
1. Museum Waja Sampai Kaputing di Kota Banjarmasin; 
2. Museum Lambung Mangkurat di Kota Banjarbaru; 
3. Makam Sultan Adam di Kabupaten Banjar; 
4. Makam  Pangeran  AntasaridanMakam  Sultan  Suriansyah  di  

Kota Banjarmasin; dan  
5. Keraton Banjar di Martapura dan di Kota Banjarmasin. 
 
Kawasan  wisata  berbasis  sungai,  yaitu di  Jalan  Jafri  Zam  Zam  
sebagai pusat rekreasi masyarakat di Kota Banjarmasin; dan 
 
Kawasan   wisata   geowisata   Pumpung   di   Kecamatan   
Cempaka Kota Banjarbaru 

6. Kawasan  Pegunungan  Meratus terdiri atas kawasan   hutan   
lindung   yang   memanjang   dari Kabupaten   Kotabaru   sampai   
dengan   Kabupaten   Banjar   termasuk Kawasan Tahura Sultan 
Adam dan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional Loksado. 

 

3.4.2. Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah 

rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan 

bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS 

menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam 

suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis 

terhadap dokumen hasil KLHS  ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada 

program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang 

berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan 

pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap 

lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai 

dengan rekomendasi KLHS. 

Terkait dengan bidang kepariwisataan dititikberatkan pada pembangunan 

kepariwisataan yang berkelanjutan khususnya pembangunan infrastruktur yang 

mendukung kepariwisataan dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip 

pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya 
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tampung lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelestarian lingkungan 

hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu 

lingkungan hidup bagai generasi masa kini dan yang akan datang. 

Telaahan terhadap KLHS ditinjau dari isu strategis dalam dokumen KLHS yang 

dijabarkan berdasarkan pilar-pilar capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB) Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata yakni Pilar 

Ekonomi:  

 

Tabel 3.5. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  

TPB Pilar Ekonomi 
terkait Bidang 

Urusan Pariwisata 

Isu Strategis 
Berdasarkan 

Analisis Capaian 
TPB 

Isu Strategis 
Terkait DDDT 

Lingkungan Hidup 
Dan 

Keuangan Daerah 

Lokasi 
Prioritas 

Telaah  

Tujuan 8 : 
Meningkatkan 
Pertumbuhan 
Ekonomi yang 
Inklusif dan 
Berkelanjutan, 
Kesempatan 
Kerja yang 
Produktif dan 
Menyeluruh, 
serta Pekerjaan 
yang Layak 
untuk Semua 

Menurunnya laju 
pertumbuhan PDRB 
per kapita 

DD untuk 
pertambangan 
DD untuk 
pertanian -> 
lahan 

Kawasan peruntukan 
Industri ekstraktif 
dan non ekstraktif, 
Optimalisasi ekonomi 
Berbasis digital, 
Kawasan potensi 
pariwisata 

Program pembangunan 
pariwisata yang 
menimbulkan dampak 
terhadap lingkungan 
ialah Program 
Peningkatan Daya Tarik 
Destinasi Pariwisata.  
 
Pada Program 
Peningkatan Daya Tarik 
Destinasi Pariwisata 
akan menimbulkan 
potensi ancaman 
bencana alam dan non 
alam, ketersediaan dan 
kualitas air baku, 
degradasi hutan, lahan, 
wilayah pesisir, volume 
limbah domestik dan 
B3, pemenuhan 
kebutuhan energi dan 
penerapan prinsip-
prinsip tata kelola 
pemerintahan yang 
baik. 
 
Maka untuk 
meminimalisir dampak 
negatif yang 
ditimbulkan pentingnya 
kajian pengembangan 
destinasi wisata  yang 
memperhatikan kaedah 
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TPB Pilar Ekonomi 
terkait Bidang 

Urusan Pariwisata 

Isu Strategis 
Berdasarkan 

Analisis Capaian 
TPB 

Isu Strategis 
Terkait DDDT 

Lingkungan Hidup 
Dan 

Keuangan Daerah 

Lokasi 
Prioritas 

Telaah  

pembangunan 
berkelanjutan. 
Terutama di bagi wisata 
alam, wisata geosite, 
maupun wisata buatan 
yang berlokasi di zona 
Kawasan lindung. 

 

3.4.3. Telahaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 

2013-2028 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) 

merupakan pedoman dalam arahan tentang kegiatan pengembangan 

kepariwisataan didaerah. Kalimantan Selatan memiliki Perda No 11 Tahun 2013 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028. 

Adapun Visi pembangunan kepariwisataan Daerah Tahun 2013 yang tertuang pada 

Perda tersebut ialah: 

Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Destinasi Pariwisata bertaraf 

internasional berbasis alam, budaya dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, 

berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mendorong pembangunan daerah 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mencapai Visi tersebut, adapun Misi-Misi yang ditetapkan 

pembangunan kepariwisataan ialah: 

a. mengembangkan kepariwisataan daerah dan daya tarik wisata yang 

berbasis alam, budaya, dan konomi kreatif; 

b. meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global 

sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan; 

c. mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah 

dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; 
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d. mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan 

bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik 

nusantara maupun mancanegara; 

e. mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu 

menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian 

dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; 

f. mengembangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat; 

g. mengembangkan sumber daya manusia, peraturan, dan mekanisme 

operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya 

kepariwisataan yang berkelanjutan; 

h. meningkatkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya 

Sapta Pesona; 

i. mendukung pengembangkan ekonomi kreatif yang mempunyai nilai 

tambah, berdaya saing dan berkelanjutan; 

j. meningkatkan pemanfaatan potensi Pariwisata ekonomi kreatif yang dapat 

menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni budaya serta 

mendorong pembangunan daerah; dan 

k. mengembangkan sumber daya Pariwisata ekonomi kreatif secara 

berkualitas. 

Sedangkan untuk Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013 

sampai dengan Tahun 2028 ialah: 

a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang mampu 

meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara dan 

pendapatan daerah dan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian 

lingkungan; 

b. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk 

meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya 

sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang Wisatawan 

mancanegara dan Wisatawan nusantara; 
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c. memasarkan Destinasi Pariwisata dengan menggunakan media pemasaran 

secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Destinasi Pariwisata 

sehingga mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan 

mancanegara; 

d. mewujudkan Industri Pariwisata yang dapat mengerakkan perekonomian 

daerah dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi di bidang 

Pariwisata dengan tetap mendukung pelestarian lingkungan; 

e. mengembangkan Lembaga Kepariwisataan dengan sistem kelola yang 

mampu mendorong pembangunan Kepariwisataan secara efektif dan 

efisien; 

f. meningkatkan konstribusi industri ekonomi kreatif; 

g. meningkatkan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif; 

h. meningkatkan penciptaan inovasi baru di sektor industri kreatif; dan 

i. meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sosial budaya, pendapatan asli 

daerah, dan pendapatan masyarakat. 

Tabel 3.6. Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 

No. Sasaran Uraian  

1. Pembangunan 
Destinasi Pariwisata 

1. terwujudnya Destinasi Pariwisata yang berdaya saing dan 
berkelanjutan berdasarkan potensi yang dimiliki dengan 
berbasiskan alam, budaya dan ekonomi kreatif; 

2. tersedianya sarana dan prasarana Pariwisata di Destinasi 
Pariwisata; 

3. terkelolanya Destinasi Pariwisata yang mempertahankan fungsi 
dan daya dukung lingkungan; dan 

4. terwujudnya pemberdayaan masyarakat di bidang Pariwisata 
melalui program pemberdayaan dan kemitraan usaha. 

2. Pembangunan 
pemasaran Pariwisata 

1. terkomunikasikannya branding Pariwisata Daerah melalui berbagai 
media pemasaran; 

2. terciptanya ketertarikan Wisatawan nusantara dan mancanegara 
pada obyek dan daya tarik wisata di Daerah dengan berbasiskan 
alam, budaya dan ekonomi kreatif; dan 

3. terwujudnya tingkat kunjungan, lama tinggal dan tingkat belanja 
Wisatawan nusantara dan mancanegara. 

3. Pembangunan Industri 
Pariwisata 

1. terciptanya daya saing kualitas pelayanan melalui pengembangan 
standar usaha Pariwisata; dan 

2. terwujudnya kapasitas Industri Pariwisata melalui peningkatan 
investasi dengan berbasiskan alam, budaya dan ekonomi kreatif; 
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No. Sasaran Uraian  

4. Pembangunan 
kelembagaan 
Kepariwisataan 

1. terwujudnya efektifitas organisasi Pariwisata dalam pengelolaan 
Kepariwisataan dengan berbasiskan alam, budaya dan ekonomi 
kreatif; dan 

2. terwujudnya pelayanan Pariwisata yang berdaya saing melalui 
pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di 
bidang Pariwisata. 

 

Pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana tertuang dalam Perda No 

11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

Tahun 2013-2028, meliputi: 

a. perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah; 

b. pembangunan daya tarik wisata; 

c. pembangunan fasilitas umum dan sarana Pariwisata;  

d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;  

e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan  

f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.  

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

dalam Perda ini meliputi:  

Tabel 3.7. Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah 

No 
Destinasi Pariwisata 

Daerah (DPP) 
Uraian 

1. Destinasi Pariwisata 
Daerah (DPP) Banjarmasin-
Marabahan 

a) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) 
Sungai Barito dsk; dan  

b) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Pasar 
Terapung Kuin dsk.  

2. DPP Martapura-Tahura a) KPPP Pasar terapung Lok Baitan dsk;  
b) KSPP Pusat Pertokoan Cahaya Bumi Selamat dsk; dan  
c) KSPP Makam Syeh Muhammad Arsyad Al-Banjari.  

3. DPP Meratus a) KPPP Pagat dsk;  
b) KPPP Baruh Bahinu Dalam dsk; dan  
c) KSPP Hutan Pegunungan Meratus Loksado dsk. 

4. DPP Pesisir Barat KPPP Takisung dsk 
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No 
Destinasi Pariwisata 

Daerah (DPP) 
Uraian 

5. DPP Pesisir Selatan a) KPPP Pantai Angsana dsk; dan  
b) KSPP Tanjung Petang dsk.  

6. DPP Kota Baru a) KPPP Pantai Teluk Tamiang, dsk; dan  
b) KSPP Pantai Gedambaan dsk.  

7. DPP Nagara-Amuntai a) KPPP Candi Agung dsk; dan  
b) KSPP Kerbau Rawa dsk.  

8. DPP Tabalong KPPP Makam Syeh Nafis 

Sumber: Perda No 11 Tahun 2013 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, 

sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga, serta implikasi 

RTRW dan KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, maka dirumuskan isu-isu 

strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan pada 5 (lima) tahun ke depan 

yaitu: 

1. Pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor prioritas pembangunan 

daerah Kalimantan Selatan, dalam rangka menyongsong Kalimantan Selatan 

sebagai gerbang ibukota negara. 

2. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di Kalimantan 

Selatan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berperan dalam, 

mengembangkan Pariwisata berbasis alam (ekowisata) dan mendorong 

ekonomi kreatif yang mengangkat kearifan lokal dengan memanfaatkan  

teknologi digital. 

3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan dan 

ekonomi kreatif di Provinsi Kalimantan Selatan 

4. tŜƴŎŀǇŀƛŀƴ ¢ǳƧǳŀƴ tŜƳōŀƴƎǳƴŀƴ .ŜǊƪŜƭŀƴƧǳǘŀƴκ{5DΩǎ ŘŜƴƎŀƴ  

pengembangan kepariwisatan Kalimantan Selatan berkonsepkan Konsep 

quality tourism. 

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan kepariwisataan dan 

ekonomi kreatif Provinsi Kalimantan Selatan 
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6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dalam tiap aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian. 

7. Memperkuat tata Kelola, perangkat, serta penegakan standar mutu 

perencanaan dan pengendalian secara efektif agar pembangunan 

dilaksanakan dengan kualitas mutu yang tinggi. 

8. Mensinergikan pembangunan serta pengelolaan kepariwisataan dan 

ekonomi kreatif pada 13 kabupaten dan kota lebih efisien dengan bentuk 

kemitraan yang lebih partisipatif dan efektif guna mencapai tujuan Bersama. 
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